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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang

Mengingat

05

a. bahwa dalam rangka mempertajam dan mengoptimalkan

perencanaan kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sampai
dengan tahun 2014, dipandang perlu untuk melakukan
penyempurnaan terhadap muatan Rencana Strategis Badan

Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014;

bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014 perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas
Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4288);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014;
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
64 Tahun 2005;

10. Keputusan ...



Menetapkan

10.Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor
193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014;

11.Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01
rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
11 Tahun 2008;

12.Peraturan Kepala Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

13.Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga
Nuklir Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2010-2014.

Pasal |
Mengubah Lampiran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas
Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014 sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal II ...



Pasal II
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggél 24 SeptegSer 2012

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR



